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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan
Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XXI/2023 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DeNGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

31 OKTOBER 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, pukul 13.43 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945) dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan
Putusan Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU Pemerintahan Daerah dalam Perkara 88/PUU-
XXI/2023 diajukan oleh Sefriths Eduard Dener Nau, Misban Ratmaji, S.E., dan
Kardinal yang memberi kuasa kepada Drs.Hendriyanus Rudyanto Tonubessi,
S.H.,M.Si.,M.Hum dan Denete Singsigus L.Sibu,S.H., keduanya adalah Advokat pada
Kantor Advokat RT & Rekan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
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. PASAL/AYAT UU PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 193 ayat
(2) huruf i UU Pemerintahan Daerah yang selengkapnya berketentuan sebagai
berikut:

“Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

i. menjadi anggota partai politik lain.”

. BATU U]I

Bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Pemerintahan Daerah dianggap Pemohon
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28] ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Pemerintahan Daerah dalam
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum
sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah adanya fakta terkait dengan isu
konstitusional pemberhentian anggota DPRD serta perpindahan keanggotaan
partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki
jabatan anggota legislatif telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013. Dengan mendasarkan
pada putusan tersebut, oleh karena secara substansi norma Pasal 193 ayat (2)
huruf i UU 23/2014 adalah terkait dengan pemberhentian antar waktu anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan karena menjadi anggota partai politik
lain terlebih partai politik yang mengajukan dalam pemilu sebelumnya tidak
lolos sebagai peserta pemilu berikutnya, maka Mahkamah menyatakan norma
Pasal a quo adalah inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana substansi dan
amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, sepanjang
berkenaan dengan keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, oleh
karena amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 berkaitan
dengan status keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi, maka terhadap hal tersebut
Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan. Dengan demikian,
norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 harus pula dimaknai secara
bersyarat sebagaimana pemaknaan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 39/PUU-XI/2013 hanya sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan
DPRD kabupaten/kota. Sehingga, dengan demikian norma Pasal 193 ayat (2)
huruf i UU 23/2014 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai
selengkapnya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo;

[3.14] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan Putusan
Mahkamah Konstitusi seharusnya bersifat erga omnes, sehingga terhadap
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permohonan a quo seharusnya mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 39/PUU-XI/2013. Terhadap hal tersebut, demi meneguhkan prinsip

Kkepastian hukum, dengan berlandaskan pada doktrin erga omnes, sepanjang
berkaitan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah tetap
mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXI/2013 karena

substansi atau materi yang diatur dalam norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU
23/2014 yang dimohonkan para Pemohon secara substansi adalah sama dengan
norma Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para
Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah
menimbulkan ketidakpastian hukum dan Kketidakadilan serta menyebabkan
terlanggarnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam
pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD
1945 sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota
adalah beralasan menurut hukum untuk Sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

F. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang
tidak dimaknai “dikecualikan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut
tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut
sudah tidak ada lagi, b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik
yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar
dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.”

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

G. PENUTUP
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023
sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memberikan saran sebagai berikut:
a.Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023 sebagai bahan
dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
b.Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023 sebagai acuan
dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemerintahan Daerah.

. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh
karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 88/PUU-XXI/2023 mengenai
materi muatan pasal/ayat dalam UU Pemerintahan Daerah yang dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Putusan Mahkamah
Konstitusi, agar tidak menimbulkan Kkekosongan hukum dan dapat
memberikan kepastian hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk
melakukan Perubahan UU Pemerintahan Daerabh.
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
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